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TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
gampong dan pemberdayaan masyarakat menuju
kemandirian gampong untuk mewujudkan peningkatan
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di tingkat gampong, perlu menetapkan
Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana
Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten Tahun Anggaran 2016;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari
Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran
2016.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1934);



13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1967);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong;

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun

2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 9);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten  Tahun  Anggaran 2016 (Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 103);

17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN
TAHUN 2017.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh  Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan
pemerintahan;

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;

Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah
kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh
seorang imeum mukim;

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada
di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong
dan Tuha Peuet Gampong.

Pemerintah Gampong adalah keuchik beserta aparatur
gampong lainnya  yang memiliki tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan gampong;

Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong yang
selanjutnya disingkat PTPKG adalah wunsur perangkat
gampong yang membantu Kechik untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan gampong;

Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan wurusan rumah
tangga sendiri;

Tuha Peut gampong adalah badan permusyawaratan
gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan
oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur
ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan
perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan
yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan
menyalurkan  aspirasi masyarakat setempat serta
melakukan pengawasan secara efektif  terhadap
penyelenggaraan pemerintahan gampong;

Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat;
Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha
peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.;

Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang
selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan
musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah
gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya
masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten;

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan
disepakati bersama tuha peut;

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu
dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul
karena perkembangan gampong dan prakasa masyarakat

gampong;
Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat gampong;
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26.
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28.

29.

30.

31.

Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
gampong;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang
selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan
gampong untuk periode 6 (enam) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya
disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun;

Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong
yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong
kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan kabupaten;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya
disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan gampong;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir
Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPG Akhir
Tahun  Anggaran adalah laporan penyelenggaraan
pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi,
meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan
kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan
keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan
pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan
gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;

Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah
dana perimbangan yang diterima Lkabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten adalah
dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut TPTK adalah terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi
Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris,
Kasi Pemerintahan sebagai Pengawas Lapangan, Kasubbag
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pengawas
Lapangan dan Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan;



32. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat
BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Gampong.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian

dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten bertujuan untuk :

a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
gampong yang dibiayai oleh Dana Desa, ADG dan Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana
Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten;

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam
penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Kabupaten.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil

Pajak dan Retribusi Kabupaten didasarkan pada prinsip-

prinsip :

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan
seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;

b. kemampuan keuangan gampong; dan

c. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan
gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat gampong;

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Kabupaten, terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;



d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja
gampong yang disepakati dan diputuskan melalui
Musyawarah gampong;

(2) Hasil keputusan Musyawarah gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menjadi pedoman bagi
penyusunan RKPG dan APBG;

(3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Qanun Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :

a. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; dan

b. Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,
prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan gampong, meliputi :

a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan
permukiman;

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan masyarakat;

c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; dan

d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, meliputi :
pembangunan dan pemeliharaan jalan gampong;

pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
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pembangunan pagar pemakaman gampong;

pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
pembangunan dan pemeliharaan lapangan olahraga;
pembangunan dan pemeliharaan taman gampong;

pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran
untuk budidaya perikanan; dan

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, meliputi :

a.
b.

C.

pengembangan pos kesehatan gampong (Poskesdes);
pengembangan tenaga kesehatan gampong;

pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:

1) pemantauan gizi bayi dan balita;

2) pemeriksaan ibu hamil,

3) pemberian makanan tambahan;

4) penyuluhan kesehatan;

5) perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

0) penimbangan bayi dan balita; dan

7) posyandu untuk lanjut usia.

pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
dan zat adiktif di gampong;

imunisasi.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c, meliputi :

a.
b.

pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni
budaya, dan perpustakaan gampong; dan

fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar
di gampong.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d, meliputi :

a.

b.
C.

=

pengadaan pupuk dan bibit untuk pertanian dan perikanan
(CP/CL direkomendasikan oleh Dinas terkait);

pendirian dan pengembangan BUMG;

pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios
gampong;

pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik
gampong;

. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan gampong;

pengembangan Gampong Wisata;
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan;



h. pengadaan sarana kebersihan dan persampahan; dan
i. pengelolaan sampah dan pupuk organik.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat gampong, dialokasikan
untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan
kapasitas @ warga atau  masyarakat gampong dalam
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta
perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok
masyarakat dan gampong, antara lain :

a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi,
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan
dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan
atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan
ketahanan pangan gampong;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan
paralegal dan bantuan hukum masyarakat gampong,
termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang
Belajar Masyarakat di gampong (Community Centre);

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan
hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas
pengelolaan Posyandu, Poskesdes dan ketersediaan atau
keberfungsian tenaga medis di gampong;

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai
gampong dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

h. bantuan peningkatan kapasitas program pengelolaan
industri rumah tangga (home industri) masyarakat.

i. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai
dengan analisa kebutuhan gampong dan telah ditetapkan
dalam musyawarah gampong;

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan ADG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ADG diprioritaskan
untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala
lokal gampong, terdiri atas bidang :

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

Pelaksanaan Pembangunan Gampong;

Pembinaan Kemasyarakatan Gampong; dan

Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
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Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan
bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain :

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan, terdiri dari :
- Penghasilan Tetap Keuchik;
- Penghasilan Tetap Perangkat Gampong;
- Tunjangan Keuchik;
- Tunjangan Perangkat Gampong;
- Tunjangan Keujruen Blang/Panglima Laot/Ketua
Seuneubok;
- Tunjangan Ketua PKK Gampong;
- Tunjangan Kader Posyandu;
- Tunjangan Guru PAUD;dan
- Tunjangan Pustakawan Gampong.
- Honorarium PTPKG;
- Honorarium TPTK.

b. Operasional Kantor Keuchik, terdiri dari :
- Alat Tulis Kantor;
- Cetak dan Penggandaan;
- Benda Pos;
- Sewa Kantor Keuchik;
- Pakaian Dinas;
- Sepatu Dinas;
- Atribut Pakaian Dinas;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Perjalanan Dinas;
- Pemeliharaan Gedung;
- Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- Air, Listrik dan Telepon/Internet;
- Sumbangan Pihak Ketiga Forum Komunikasi Keuchik
Kecamatan dan Kabupaten (FK3);
- Biaya Musrenbang Gampong;
- Biaya Penyusunan RPJMG/RKPG /RAPBG;
- Pengadaan mobiler kantor keuchik;
- Pendayagunaan Profil Gampong;
- Pengadaan Domain dan Hosting Web Gampong;
c. Operasional Tuha Peut;
d. Operasional Tuha Lapan;

(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mempedomani Peraturan Bupati tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik,
Perangkat Gampong dan Tunjangan Lembaga Gampong
Lainnya di Kabupaten Aceh Barat Daya;

(3) Khusus Honorarium PTPKG dan TPTK besarannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b penggunaan dan besarannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I;

(5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b untuk Sewa Kantor Keuchik, hanya dibenarkan
bagi gampong yang belum memiliki kantor keuchik;



(6) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dipergunakan untuk biaya operasional, terdiri
dari :

a. Biaya Sidang Tuha Peut;

b. Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut.

(7) Biaya sidang tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :

a. Sidang pengesahan RAPBG menjadi APBG dan rencana
kerja pembangunan gampong (RKPG);

b. Sidang pengesahan laporan  pertanggungjawaban
penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Kabupaten Tahap I;

c. Sidang  pengesahan laporan  pertanggungjawaban
penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Kabupaten Tahap II;

d. Sidang pengesahan laporan  pertanggungjawaban
penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Kabupaten Tahap III; dan

e. Sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;

f. Sidang penyusunan qanun-ganun gampong;

g. Sidang tapal batas gampong.

(8) Biaya monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan untuk monitoring
dan evaluasi tuha peut terhadap kegiatan pembangunan di
gampong.

Pasal 15

(1) Besaran biaya sidang Tuha Peut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a maksimal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali sidang;

(2) Besaran biaya monitoring dan evaluasi Tuha Peut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b
maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah).

Pasal 16

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya
operasional Tuha Lapan;

(2) Biaya operasional Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
per tahun.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 17

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang
pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b merupakan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini.



Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 18

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang

pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf c, antara lain :

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah
dan masyarakat gampong;

b. membina kerukunan warga masyarakat gampong;

c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan
mediasi di gampong; dan

d. melestarikan dan  mengembangkan  gotong  royong
masyarakat gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 19

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d, antara lain :

a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

Pelatihan Keuchik dan Perangkat Gampong;

Peningkatan SDM Aparatur Gampong;

Kegiatan PKK Gampong;

Kegiatan Posyandu;

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Kegiatan Kepemudaan;

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);

Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D);
Kegiatan Gampong Layak Anak.
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Pasal 20

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b dipergunakan untuk biaya perjalanan
mengikuti pelatihan di Kabupaten;

(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf c dipergunakan untuk kegiatan perjalanan
dinas keuchik yang ditentukan;

(3) Besaran biaya peningkatan SDM aparatur Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran [.

Pasal 21

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf d dipergunakan untuk biaya operasional PKK
Gampong yang terdiri dari :

a. Pembinaan 10 Program Pokok PKK;
b. Biaya ATK;
c. Biaya Makanan dan minuman Rapat;



(2) Besaran biaya operasional PKK Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 22

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf e dipergunakan untuk mendukung program
pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan lansia
di gampong;

(2) Besaran biaya operasional PMT Posyandu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I;

(3) Biaya operasional PMT Posyandu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) maksimal 2 (dua) posyandu per gampong;

Pasal 23

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f dipergunakan untuk biaya operasional
PAUD, terdiri dari :

a. Biaya Makanan Tambahan;
b. Biaya ATK;
c. Biaya Penggandaan.

(2) Biaya operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;

(3) Biaya makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per
tahun;

(4) Biaya ATK dan penggandaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 24

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf g dipergunakan untuk biaya operasional
kegiatan kepemudaan gampong terdiri dari :

a. pembelian alat-alat olahraga;
b. rehab sarana olah raga.

(2) Besaran biaya operasional kegiatan kepemudaan gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I.

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf h dipergunakan untuk kegiatan Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI) terdiri dari :

a. Peringatan Maulid Nabi;

b. Peringatan Isra Miraj;

c. Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan
d. Peringatan Nuzul Qur’an;

(2) Besaran biaya operasional kegiatan kegiatan Peringatan Hari
Besar Islam (PHBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I.



Pasal 26

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf i dipergunakan untuk kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :

a. Peringatan HUT RI;
b. Peringatan HUT Kabupaten;

(2) Besaran biaya operasional kegiatan kegiatan Peringatan Hari
Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 27

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf j dipergunakan untuk operasional kegiatan
Gampong Layak Anak terdiri dari :

a. perlombaan anak;
b. pembelian alat permainan anak.

(2) Besaran biaya operasional kegiatan Gampong Layak Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [.

Bagian Kelima
Bidang Belanja Tak Terduga

Pasal 28

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang
belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf e dipergunakan untuk kegiatan kejadian luar biasa (KLB)
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan bagian
dari hasil pajak dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan berskala lokal gampong di bidang Pelaksanaan
Pembangunan Gampong.

Pasal 30

Prioritas penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi
kabupaten untuk program dan kegiatan bidang pelaksanaan
pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
merupakan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11
dan Pasal 12 dalam Peraturan ini.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait, camat dan
Imum Mukim melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring,
pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa,
ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sejak
proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pemanfaatannya menurut tupoksinya masing-masing.

Pasal 32

(1) Rincian penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 17 tercantum pada Lampiran [ Peraturan
ini.

(2) Alokasi penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada
Lampiran II Peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
berita daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
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